
GUBERNUR RIAU

TENTANG

PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Riau perlu diatur suatu
pelaKsanaannya;

GUBERNUR RIAU,

a. bahu'a sebagai tindak lanjut dari ketentuan tcntang
Penghasilan, Tur-rjangan Kcscjalttcraan, Uang Jasa
Pcngabdian Pimpinan dan Anggota DpRD serta telanja
penunjang kcgialan DPRD provinsi Riau scbagaimana
dralur dalam Peraturan Dtrc,rah provinsi Riau Nomor 4
Tahun 2017 Lentang pelaksanaan l-iak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota DpRD provinsj

Menimbang:

(:t,

b.

podoman untuk

bahu,,a bcrdasarkan kctcntltan pasal 4 ayat (2)
Peraturan Menlc.i D.llam Negcri Nomor 62',l.ahun
2017 tentang PcngcLompokan Kcmampuan Keuangan
Daerah Serta Pelaksanaan Dan pertanggungjaweibar-r
Dana Opcrasional, penghitungan ke mampllan
kelrangan daerah dilakukan oleh Tim Anggran
Pemerintah Daerah;

bahua be.dasarkan pcngh itung:rr-r kemampu:rn
keuangan daerah olch Tjm Anggaran pcmerintah
Dacrah, kemampuan keuangan provinsi Riau
dikeLompokan kcdalam kclompok tinggi;

?3h\:a bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruic perlu
mcnetapkall Peraturan Gubcrnur tcntang pelaksanaan
Hak Keuangan dan AdminisLrarjf pimpinan dan
Anggota Deu,an Peru.akjl.rn Rakyat Dztcrah provinsi
Riau;

Undang undang Nomor 6l Tahun l95B lenLang
Penetapan Undang-undang Darural Nomor l9 Tahun
1957 tentarng Pcmbentukan Daerah daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera llaral,.lambi dan Rizl-r (Lembaran
Nei<ara Rcpublik Indoncsia Tahun l9S7 Nomor 75)
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646):

Undang-undang Nomor l7 Tahun 2014 tcntang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Deu,an Perwakilan Rakyat,
Dewan Peru'akilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, 'fambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5568) sebagaimana telah
diubzrh dcngan Undang undang Nomor 42 'fahun 20 14
lentang Pcrubahan alas Undat-tg-unclang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Pcrmusyawaratan Rakyat,
Dcu'an Pcrwakilan Rakyat, Deu'an Pcrwakilan Daerah
dan De\a,an Perwakilan RaLl,at Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383,
Tambahan Lembaran Negar:r Republik Indonesia
Nomor 5650);

Undang undang Nomor 23 'l'ahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Rcpublik lndoncsia Nomor 5587)
sebagaimanzt telah dilrbah bcberapa kali terzrkhir
.lengan Undang-Lrndang Nomor g Tahun 20i5 rentang
Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 23
Tahlln 2014 tentang Pemcrintahan Daerah (Lembaran
Negara Republil< Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
'fambahan Lembaran Ncgara Repllblik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan PemerinLah Nomor 1B Tahun 2017 tcntang
Hak KeLlangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewall Peru'akilan RalkyaL Dacrah (Lembaran
Negara Republik lndoncsia Tahrrn 2017 Nomor 106,
Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik Indoncsia
Nomor 6057J;

Peraturan Mentcri Dalam Ncgcri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bcrita
Negara Republik Indonesia ]'ahun 2015 Nomor 2035);

Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 62 Tahun 20 17
tentang Pcngclompokan Kemampuan Keuangan
Daerah scrta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Opcrasional (Be.ita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor l067);
Pcratll.an Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2017
tentanfl Pclaksanaan Hak Keuangan dan Adminislratil
Pimpinan dan Anggota Dewan Per.wakiLan Rakval
Daerah Provinsi Riau {Lembaran Daerah Provinsi Riau
Tahun 2017 Nomor 4);



Menetapkan:

*""*itiiu*u*
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dcngan :

1. Dacrah adalah Provinsi Riau.

2. Pemerintah Daerah adalah Pcmerintah provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Cubernur Riau.
zl. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DpRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Provinsi Riau.

5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rallat Dae.ah selanjutnya discbur
Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua
dan Wakil Ketua Dewan Peru,akilan Rakyat Daerah provinsi Riau yang
terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua.

6. Anggota De$'an Peru'akilan Rakyat ljacrah sel.rnjutnya clis,-but Anggota
DPRD adalah pejabat daerah yang diresmikan keanggotaannya sebagai
Anggota Dewan Peru,akilan Rakyat Daerah provinsi Riau dan telah
mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasilikasi suatu daerah untuk
menentukan kelon-rpok Kemampu.rn Kcuangan Dacrah yang ditctapkan
berdasarkan formula sebagai dasar penghltut]gan bcsaran Tunjangan
Komunikasi lntensil, Tunjangan Reses dan Dana Operasional pimpinan
Deu,an Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Uang Reprcser.rtasi adalah uang yang diberikan sctiap bulan kepacia
Pimpinan dan Anggota Dcwan Pcrnakjlan Rakyat Daerah schubungan
dengan kedudukannya sebaflaj pimpinan dan Anggota De\\,an
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

9. Uang Pal<et adalah uitng yang diberikan setiap blllan kepada pimpinan
dan Anggota Deu,an Pcrwakilan Rzikyat Dacrah provinsi Riau dalam
menghadiri dan mengikuri rapat-rapat dinas.

10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bltlan kepada
Pimpinan dan Anggota Deu'an Perwakilan Rakyat Daerah karena
kedudukannya sebagai Ketua, Wakjl Ketua, clan Anggota Dewetn
Perwakilan Raklat Daerah Provinsi Riau.

11. Tunjangan Alat kelengkapan Deu,an perwakilan Rakyat Daerah .rdalah
tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan clan aLau
Anggota Dewan Peru'akilan Rakyat Daerah proi,insi Rjau sehubungat]
dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua arau anggora
Badan Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kchormatan, atau Baclan

MEMUTUSXAN :

PERATURAN GUBDRNUR TENTANG PELAKSANAAN HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU.



Anggaran, atau Badan pembcntukan peraturan Dacrah, atau AlaL
Kelengkapan Lainnya.

t2. Uang Jasa Pengabdian adalah
dan Anggota Dewan Perwakilan
pengabdiannya seteiah yang
hormat.

uang yang dibcrikan kepada pimpinan
Ri,kvrt Dr, ri,h Pr,. i-si Riru a i,. -as 

,

bersangkutan diberhcntikan dengan

naaxsupBfiirllru.ruew
Pasal 2

(l) Maksud dari PeraLLLran Gubernur ini ut-ttuk meitentukan besa.an
Penghasilan, Tunjangan Kcsejahtcraan, Uang Jasa pcngabdian dan
Belanja Penunjang Kegiatan DpRD yang dilakukan secara ir;Ljar,
rasionalitas dan memperhatikan standar harga setempat yang berlaku
dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efcktjfitas dan kipatutan
sesuai dengan kemampuan keuangan daeaah serta sesuar oengan
keLentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini sebagai dasar untuk pembenan
Penghasilan, Tunjangar-r Kcsejahtcraan, Uang Jasa pengabdian dan
Belanja Pcnunjang Kegiatan DpRD scbagaimana diatur datam
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2Ol7 tcntang
Pelaksanaan Hak Kcuangan dan Administratif pimpinan dan Anggoti
Dewan Perwakilan Ral<yat Daerah provinsi Riau.

BAB II]
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

Penghasilan Pimpinan dan Anggora DPRD tcrdiri atas :

a. uang representasi;
b. tunJangan keluarga;
c. tunjangan beras;
d. uang paket;
e. tunjangan jabatan;
l. tunjangan alat 1<elengkapan;
g. runiangan a.ar kel("ngkrpb.t ldi"t:
h. tunjangan komunikasi intensif; dar-l
i. tunjangan reses.

(1)

Pasal 4

Uang rcpresenLasi, Lunjangan keluarga dan tunjangan beras
sebagaimana dimaksud dalan pasal 3 ayat (1) hurut a, huruf b dan
huruf c dibcrikan setiap bul.tn kcpada pimpinan dan Anggora DPRD.

l1!31S"" keluarga dan tunjangan beras bagi pimpinan dern Anggota
DPRD besarnya sama ciengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras
bagr Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketcntuan peraruran
perundang undangan.

\2)



(3) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayar (t) hurLrt d
diberikan setiap buLan kepada Pimpinan dan AnggoLa DpRD sebesar
10% (sepuluh persen) dari uang rcpresentasj yang bcrsangkutan.

(z+l Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)
huruf e diberikan setiap blllan kepada pimpinan dan Anggota DPRD
sebesar 14570 (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi
yang bersangl<ulan.

(5) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (L) hurul l dan hurul g
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggola DPRD yang
duduk daiam Badan Musya,,r'arah, Komisi, Badan Anggaran, Badan
Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, atau Alat kelengk:rparr r_arn.

(6) Tunjangan aiat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada a),ar (5)
diberikan selama alat kelengkapan lain le.bcntuk dan mclaksanakan
tugas.

(7) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
ayat (1) huruf h diberikan kepada pimpinan dan Anggota DpRD setiap
bulan untuk peningkatan kinerJa.

(B) Tunjangan reses sebagaimana dimaksr:d dalam pasal 3 ayat (1) hurltf j
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DpRD setiap melaksanakan
feses.

{9) Tunjangan komunikasi lntensif dan tunjangan rcscs diberikan sesuai
clengan kcmampuan keuangan dacrah yang ditentukan berdasarkan
hasil perhitungan atas bcsaran pendapatan umum daerah dikurangi
dengan bclanja Apararur Sipil Negara dan dikekrmpokkan dalam 3 (tiga)
kelompok, yaitu linggi, sedang, dan rendah.

(10) Besaran uang rcprcsenlasj, lunjallgarr kcluarga, uang pakct, Lunjangan
jabatan, tunjanflan alat kelcngkapan, lunjangan alat kclcngkapan lain,
tunJangan komunikasj intensif, dait tunjangan aeses Lcrcantum dalam
Lanpiran I dan merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

(1)

pasal 5

Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggotzr DPRD melipuri
jaminan kesehaturn, jaminan kecclakaan kerja, jaminan kematian serta
pakaian dinas dan atributnva.

Selajn tunjangan kesejahtcraan sebagaimana dimnksud pada ayat (i),
Pimpinan DPRD discdiakan tunjang.rn I<escjahLcraan berupa :

a. rumah negara dan perlengkapannya;
b. kendaraan dinas jab:ltan; clan
c. belanja rumah tanggil.

Selain tunjangan kcsejahLcraan sebagaimana dimal<sucl pada ayat (l),
Anggota DPRD dapat discdiakan tunjang.ln kcscjahte.aan berltpa I

a. rumah negara dan pcrlengkapannya; dan
b. tunjangantransportasi.

(2)

(3)



(2)

(1)

Pasal 6

Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dat-t jamit-lan t<ematlan
sebagaimana dimaksud dalam pasal S ayat (t) diberikan sesuai dengan
ketentuan pef aturan perundang-undangan.

(1)

Pasal 7

Pakaian dinas dan atribut Pimpit-tan dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l ) terdiri atas :

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu)
tahun;

b. pakaian sipil resmi disediakan I {satuJ pasang clalam I (satu)
tahun;

c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima)
tahLln;

d. pakaian dinas harian lengan panjang discdiakan I (satu) pasang
dalam 1 {saru) tahun; dan

e. pakaian melayu Riau disediakan I (satu) pasang dalam I lsaru;
tahun -

Standar pakaian djnas dan atribut sebagaimana dimaksucl pada ayat
{l J mempedonani standar ha.ga yang berl.rku dilingkungan pemerintah
Provinsi Riau.

pasal 8

Dalam hal Pemerinlah Daerah bclllm dapat rncnyediakan rumah
ncgara dan kendaraan dinas jab.rlan bagl pimpinan DPRD
sebagaimana dimaksud dalam pasal S ayat (2) huruf a dan huruf b,
kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan oan
runJangan transportasl.

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dalpat menyediakan rumah
negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal S ayat
(3) huruf a, kepada yang bersangkuran dapar diberikan runjangan
perumahan.

Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transporlasi
sebagaimana dimaksud pacla ayat {l) dan ayat (2) tercantum oatam
Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraluran Gubernur ini.
Pajak atas tunjangan perumahan dan tunjangan transporlasi
sebagaimana dimaksud pada ayaL (3) dibebankan sesuai dcngan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

{l) Belanja rumah tangga Pimpiiran DPRD sebagaiamana dimaksud dalan.r
Pasal 5 ayat (2) hurui c disediakan dalam rangka menunjang
pelaksanaan lungsi, tugas, dan wc\a,enang pimpinan OeRD yang
digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tanggi

t2)

{3)

(4)



Pimpinan DPRD scsLtai dengan ketentuan pcraLu.an perundang
undangan.

{2) Besaran standar kcbutuhan minimal rumah tanglla pimpinan DpRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dcngan stanclar kebuLuhan
minimal rumah tangga Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

(r)

(2)

BAB V
UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 1O

Pimpinan ataLt Anggota DPRD yang meninggal dunia arau mengakhiri
masa baktinya diberikan uang jasa pcngabdiein sesuai deng.rn
ketentuan peraturan perundang undanflan.

Besaran uang jasa pengabdian sebagajmana djmaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan masa bakti pimpinan dan Anggota DpRD
te.cantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur rr-]l.

(r)

6. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wc\{cnang DPRD;
b. Dana operasional Pimpinan DpRD;
c. Pembentukan kelompok pakzrr alau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
d. Penyediaan-r tenaga ahli fraksi; dan
e. Bql;,rja se < r( La r.a frJkji.

(2) Belanja pcnunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (t)
disusun berdasarkan rcncana kcrja yang ditetapkan scsuai dcngan
ketentuan peraturan peru n dzrng- und angan.

Pasal 12

Program scbagaimana dimaksud dalam pasal l l ayat (1) huruf a diuraikzrn
kedalam beberapa kegiatan sesual dengan ketenLuan peratllran pcrunoang_
undangan.

BAB VI
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

rasal I I

Belanja penunjang kegiatan DpRD disediakan untuk menclukung
kelancaran fungsi, tugas dan u,ewenang DPRD bcrupa:
a. Program yang crd ri oati ata\ :

1. Penyelenggarnan.apaL;
2. Kunjungan kerja;
3. Pengkajian, penalaahan dan penyi:rpan perda;
4. Peningkatan kapasitas dan prolesionalismc sumber data manusla

di lingkungan DPRD;
5. Koordinasj dan konsultasi kegiatan pcmerintahan dan

kemasyarakatan; dan



Pasal 13

(1) Dana operasional Pimpinan DpRD dibcrjkan sctiap bulan kepacla Ketua
DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk mcnltnjang kcgiaran operasional
yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain
guna melancarkan pelaksanaan tllgas Ketua DPRD dan Wakil DPRD
schari-hari sesuai dengan ketentuan peraLuran perundang-undangan.

(2) Kelompok pakar atalr tim ahli alat keLengkapan DpRD scDagarmana
djmaksud dalam Pasal ll ayat (L) hurul c merupakan scjumlah
tertcntu pakar atau ahli yang mcmpunyai kcmampuan clalam disiplin
llmu yang sesr-ral dengar-r kebutuhan pelaksanaan [ungsi, rugas, dan
wewenang DPRD yang terccrmin dalam alat kclengkapan DPRD sesuai
denflan kebutuh.rn DPRD atas Llsul anglloLa, pimpinan fraksi, dan
pimpinan alal kelengkapan DPRD sesuai dcngan kelentuar pcraluran
perun(]ang-ulldangan.

(3) Tenaga ahli liaksi sebagaimana din.raksud dalam pasal pasal 11 ayat (1)
hurul d merupakan tenaga ahli yang disediakar-r 1 (satu) orar-tg unruk
setiap Iiaksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu Lertcntu
yang mendukung tugas lraksi sesuai dengan keLentuan peraruran
perundang undangan dan ditetapkan dengan kcputusan SekreLaris
DPRD.

(4) Besaran dana opcrasional Pimpinan DPRD, kompcnsasi kclompok
pakar atau tim ahli alat kclengkapan DpRD, dan kompcns:rsi lerr.rga
ahli fraksi ditetapkan dengan mempcrhatik.tn kclompok kcrrrarrrpuan
keuangan daerah unLuk dana op(.rrasina I pimpinan DpRD dan
mempeahatikan standaa keahlian scsLruti dcngaln kcLentuaijI IrcraLuran
perundang undangat-t unLuk keLompok pakar atau tim ahli alat
kelengkapan DPRD dan tcnaga ahli fraksi.

(5) Besaran dana oper:rsiona1, kompensasi kelompok paKar oan
kompensasr tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat {4)
tercanLum pada lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak
tefpisahkan dari Peraturan Gube.nur ini.

Pasal 14

Pembebanan pajak atas Penghasilan, Tunjangan Kescjahteraan, uang j.-rsa
pengabdian pimpinan dan anggota DPRD sc.ta belanja pcnunjang kegiatan
DPRD dilakukan sesuai dengan keLentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Cubernur ini mulai berlaku :

1. Peraturan Gubernr-rr Rlau Nomor 15'l'ahun 2017 tentang pemberian
Tunjangan Pe.umahan untuk Anggota Deu,an per$,akilan Rakyat
Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah provinsi Riau.l.ahun 20l7 Nomor
26) dicabut dan dinyatakan tidak bcrlal<u.



2. Segala Peraturan Gubernur dan/atau Kcplttusan Gubcrnur yang
mengatur tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan
anggota DPRD tetap berlaku scpanjang tidak bertentar-lgan dengan
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Peraturan Gubcrnur ini muLai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setrap orang mengetahujnya, memerintahkan pengundangan peraturan
Gubernur ini dengan pcnempatannya dalam Berita Daerah provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tangilal

GUBERNUR RIAU,

 H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pckanbaru
pada tanggal

SEKRET VINSI RIAU,

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR:
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A. BESARAN UANG REPRESENTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN I : PDRA'I'URAN
NOMOR :.IANGC}AL 

:

NO.
I BESARAN UANG RT

JABATAN
Bobot {o/") Nilai (R

hL l. { DDPD 
: lou '.Ouu

2. WAKIL I<ETUA DPRD

ANGGOTA DPRD

IU0
I

3.000

3.0003.

GUBERNUR RIAU

.000 3.OOO.000

.000

.000

2.400.o00

2.250.OOO

B. BESARAN TUNJANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA

N.l JABATAN

L I(ETUA DPRD

a. suamj/isteri

b. aJlak (1 orang) Scsuai

c. anak (mal<simal 2
orang)

2. WAKIL KETUA DPRD

...].'i:"'/'"1:.' 
i

b. anak (1 orang) SesLrai

c. al1ak (maksimal 2
orang)

3. ANGGOTA DPRD

a. suami/istcri

b. ajlak (1 orang) Sesr"lai

c. anak (maksimal 2
oranol

KELUARGA DAN TUNJANGAN BERAS
DPRD PROVINSI RIAU

BESARAN TUNJANGAN KELUARGA DAN
TUNJANGAN BERAS

dengan tun_j€rngan yang berlaku baili ASN

.lcngan tunjangan vang bcrlaku bagi ASN

dcngan tuijangan yang berlal<u bagi ASN
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C. BESARAN UANG PAKET PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI RIAU

BESARAN UANG PAKET

JABATAN Uang
Representasi

{Rp)

Bobot (%)

KETUA DPRD

Jumlah {Rp}

WAT(IL I(ETUA DPRD

ANGC]OTA DPRD

KETUA DPRD

WAKIL KETUA DPRD

ANG(}OTA DPRD

3.000.000

2 400.000

2.25U 000

240.OOO

225.OOO

D. BESARAN TUNJANGAN JABATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI RIAU

JABATAN

E, BESARAN TUNJANGAN
ALAT KELENGXAPAN
PROVINSI RIAU

ALAT KELENGKAPAN
LAIN PIMPINAN DAN

DAN TUNJANGAN
ANGGOTA DPRD

JABATAN

SEKRETARIS

Bobot (%) Jabatan
Ketua DPRD

Riau (Rpl

Jumlah (Rp)

WAKIL KETUA

4.350.000

4.350.000

4.3s0.000

4. t 50.00uANGCOTA



F, BESARAN TUNJANGAN KOMUNII(ASI INTENSIF DAN TUNJANGAN
RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU, 

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

NO.
KELOMPOK

KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAII

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF DAN TUNJANGAN RDSF-S

, Uans
Representasi
Ketua DPRD Jumlarr lr<Pl

i (Rp)

Bobot
(paling

banyak)

1. TINGGI 7 {tujuh) kali 3.000.000 21.ooo.ooo
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LAMPIRAN I] I PERATURAN (]UBERNUR RIAUNOMOL |
TAN, iCAL 

A. BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD ROVINSI RIAU

JABATAN

KETUA DPRD

B. BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRD PROVINSI
RIAU

JABATAN

ANGGOTA DPRD

BESARAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI

{Rp!

20.o92.OOO

H, ARSYADJULIANDI RACHMAN

GUBERNUR RTAU, 
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LAMPIRAN ttt : PERA'fURAN GUTiERNUR RIAU
NOMOR .
TANC(iAL .

BESARAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

NO. JABATAN
"- 

t,

Masa Bakti

SARAN UANG JASA PENGABDIAN

U anq
Bobot Representasi Jumlah (Rp)

(Rp)

Klr'f UA DPRD

< 1{satu)

- Lahun
s/d 2 (dua)

_ lahun
s/d 3 (riea)

EI.!q
s/.1 4 (empatl

_ Lahun

s/.1 s (lill1a)

t-
1 kali 3.O0O.000

I
2 kali 3.00O.O00

3 kali 3.000.000
i

zl kali 3.000.000

5 kali I 3.00O.O00_i
Paling,banYak, :.ooo.ootr

3.OOO.OOO

6.OOO.OOO

e.:oo ooo

12.OOO.OO0

l5.OOO.OOO

la.ooo.ooo

2.
WAKIL KE'IUA
DPRD

lq!!rL
s/d 2 klua)

!3h't!
s/d 3 (lisa)

I kalr
l

2 knli
I

3 kali

a k.r | ) 1, t ttq.r 9.600.000

s/ cl s (lima)
5 kali : +oo.ooo i 12.ooo.ooo

t''::;:i o 2"i,6u',: r4.4oo.ooo

3. ANCCOTA DPRD

< I lsatuJ I kPri - 2i0.n00 2.25O.OOO

s/d 2 ((lua)
tahun ..

s/.1 3 ((isa)

2 kali 2.250.000 4.500.000

o, lr / 1..\Jt at 6.750.000

a h.,1. / r,.,w 9.OOO.OOO

. kd 1I.25O.OOO

pdlln 
,l 

ull l , 2., ,.,,.t IJ.500.OOO

s/d 4 {cnpai)
. !4]!L
s/d s (lima)

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN
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LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 

A. BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD PROVINSI RIAU

B. BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI
ALAT KELENGXAPAN DPRD PROVINSI RIAU

PAKAR
AN DPRD

{:;*

6.OO0.000

3.6oO.OOO

NO. URAIAN

BESAR,'

Bobot
lpaline
tu"v"t)

!N DANA OPERASIONAL
-'-'

uane
Representasi Jumlah{Rp}

{Rp}

KE'IUA DPRD

6 (enam) kali J.000.00rJ l8.OOO.OOO

b. sedaig .+ (cmpat) kali 3.O00.000 I2.OOO.OOO

c. rendah 2 (dua) l<ali 3.000.000 6.OOO.OOO

2. WAKIL I(ETUA DPRD

o !'T111
2,5

(dua koma
lima) kali

2.400.00{J

2.400.000

9.600.000

6.OO0.000

3.600.oo0

b. scdang

c. Iendah
i,5

lima) 1<?rlj

2.2100.000

NO. URAIAN

BESARAN KOMPENSASI KDLOMPOK
ATAU TIM AHLI ALAT KELENGXAPA

Satuan

_--. 
orang Bulan

Orang Bulan

Ora;rg Bulan

Ju:

f'l
!1

a.t;
Pendidikan Strata Satu

2. Pendidikan Strata Dua

3. Pendidil<ar Stratd -figa
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c. BESART\N KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI
PADA DPRD PROVINSI RIAU

URAIAN

BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI
FRAKSI

1...1
Satua Jumlah

] 
(Re)

Pendidikan Strata Satu Orang Bulan

Pendidikan Strata Dua Orang Bulan

Pendidikan Strata'figa Orarg Bulan

I

I 6.000.0O0

I

I 7.s00.000

9.OOO.OOO:

GUBERNUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN
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